
PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk melakukan
pengawasan terhadap hutan rakyat, maka diperlukan izin
pengambilan hasil hutan bukan kayu;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan acuan dasar dalam
rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun
2008 tentang Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);



4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang
Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan
Negara jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan
Negara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud, dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

5. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Kabupaten Mukomuko yang

diserahi tugas dan tanggung jawab di Bidang Kehutanan di Kabupaten

Mukomuko.

6. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu.

7. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK
adalah izin mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-
buahan, getah-getahan, tanaman obat dan lain sebagainya.



9. Perorangan adalah seorang anggota masyarakat yang melakukan usaha
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

11.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

12.Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil non kayu sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, yaitu segala sesuatu yang bersifat
material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti
rotan, getah-getah, minyak atsiri, sagu, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar,
kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung wallet dan lain-lain.

13.Provisi Sumber daya Hutan yang selanjutnya dapat disingkat PSDH adalah
pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang
dipungut.

14.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
keputusan pemenuhan kewajiban.

15.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

Dengan nama IPHHBK, Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan terhadap
pemohon izin yang bermaksud melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 3

Subyek IPHHBK di dalam dan di luar kawasan hutan adalah orang pribadi atau
badan yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di dalam dan di luar kawasan
hutan di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 4

Obyek IPHHBK di dalam dan di luar kawasan hutan adalah setiap IPHHBK yang
berada di wilayah Kabupaten Mukomuko.



BAB III
KRITERIA AREAL DAN JENIS HASIL HUTAN YANG DAPAT DIPUNGUT

Pasal 5

(1) Areal yang dapat dimohon untuk IPHHBK adalah :
a. Kawasan Hutan Produksi, untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok

getah-getahan, kelompok biji-bijian, minyak atsiri dan kelompok kulit kayu;
b. Kawasan Non Hutan, untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok

getah-getahan, kelompok biji-bijian, minyak atsiri dan kelompok kulit kayu.

(2) Kawasan Hutan dan Non Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
kawasan hutan dan non hutan yang tidak dibebani hak/dikelola oleh pihak lain.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

(1) Pemohon yang dapat mengajukan IPHHBK adalah perorangan, koperasi dan
badan hukum lainnya.

(2) Permohonan IPHHBK diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kabupaten
cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadau Satu Pintu Kabupaten Mukomuko
dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Provinsi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
persyaratan :
a. Administrasi;

b. Teknis.

(4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat/Pejabat yang disetarakan;
b. Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta

perubahannya untuk koperasi dan badan hukum;
c. Surat keterangan domisili perorangan atau koperasi dari Kepala Desa

setempat atau Pejabat yang disetarakan;
d. Apabila areal tersebut telah dibebani izin, dilengkapi dengan surat

persetujuan dari pemegang izin terdahulu.

(5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah :
a. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui Kepala Desa dan Camat

Setempat;
b. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam

melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.


